
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

          NOMOR 84 TAHUN 2019 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SEMARANG, 

 

 Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pemberian besaran TPP bagi 
PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang masih 

belum sesuai dengan kondisi saat ini,  maka Peraturan 

Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2019 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan 

Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2019 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan 

Pemerintah Kota Semarang; 

 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat, dan dalam Daerah Istimewa Djogjakarta; 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara   
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara         
Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6409); 

 



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas  

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan  

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23  

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor  25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 

Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 89); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus 

Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5016); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6264);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

19. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah   
Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 83); 

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Semarang  Nomor 114); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

 

 



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang 

(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 30A) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 22A Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang 
Tahun 2012 Nomor 22A); 

26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Kota Semarang (Berita Daerah Tahun 

2016, Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan kota Semarang (Berita Daerah 
Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 67); 

27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2019 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan 
Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2019 Nomor 46); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 46  TAHUN 2019 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG. 
 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 46  

Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan 

Pemerintah Kota Semarang diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 20 

(1) PNS yang diberhentikan dari jabatan struktural karena perampingan 
organisasi diberikan TPP dengan besaran setara eselon sebelum 

perampingan struktur organisasi. 

 
 



(2)  Pemberian besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan bagi PNS yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional 
yang memiliki sertifikasi dengan besaran TPP sesuai dalam  

Keputusan Walikota. 

 
2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni  

Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 20A 

(1) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Satuan 
Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang diberikan 

TPP dengan besaran setara eselon IV.a. 
(2) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota 
Semarang diberikan TPP dengan besaran setara eselon IV.a. 

(3) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tata Usaha  Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas 

Kesehatan Kota Semarang diberikan TPP dengan besaran setara eselon 
IV.b. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

 

       Ditetapkan di Semarang 
       pada tanggal 31 Desember 2019 

           WALIKOTA SEMARANG, 

 
 

ttd 

 HENDRAR PRIHADI 
Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 31 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, 

 
 

 

                         ttd 

              ISWAR AMINUDDIN 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 85


